




BAB IV  
POTRET DESKRIPSI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, 
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN JOMBANG 
 
1.1 Gambaran Umum Kabupaten Jombang 
 Kabupaten Jombang mempunyai luas wilayah sebesar 1.159,50 km², 
atau menempati sekitar 2,5% luas wilayah Provinsi Jawa Timur. Secara 
admnistratif, Kabupaten Jombang terdiri dari 21 Kecamatan, yang meliputi 302 
desa dan 4 kelurahan, serta 1.258 dusun/lingkungan. Kabupaten Jombang 
termasuk wilayah pengembangan Germakerto-susila Plus, yang secara struktur 
maupun pola ruang lebih banyak diarahkan untuk mendukung percepatan 
pembangunan kawasan metropolitan sebagai pusat pertumbuhan utama di Jawa 
Timur. Selanjutnya untuk pengembangan sistem pedesaan diarahkan pada 
penguatan hubungan desa-kota melalui pemantapan sistem agropolitan.1  
 Berdasarkan letak geografisnya, Kabupaten Jombang terletak antara 
7°20’48,60”-7°46’41,26”  Lintang Selatan serta antara 112°03’46,57”-
112°27’21,26”. Kabupaten Jombang memiliki letak yang sangat strategis, 
karena berada pada perlintasan jalur arteri primer Surabaya-Madiun-
Yogyakarta dan jalur provinsi Malang-Jombang-Babat, serta dilintasi ruas 
jalan tol Surabaya-Mojokerto-Kertosono.2 Batas wilayah administrasi 
Kabupaten Jombang sebelah utara berbatasan dengan wilayah administrasi 
Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Bojonegoro, sebelah Timur berbatasan 
dengan wilayah Kabupaten Mojokerto, sebelah selatan berbatasan dengan
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 wilayah Kabupaten kediri dan Kabupaten Malang, dan sebelah selatan 
berbatasan dengan wilayah Kabupaten Nganjuk. Kabupaten Jombang memiliki 
Visi dan Misi yang dijelaskan sebagai berikut:3 
a. Visi  
“Kabupaten Jombang adalah Jombang sejahtera untuk semua” 
 sedangkan misi Kabupaten Jombang sebagai berikut: 
b. Misi  
1. Meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan beragama. 
 Dimaksudkan pada pembangunan bidang agama yang 
merupakan salah satu upaya untuk dapat meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat. 
Kabupaten Jombang mayoritas penduduk beragama islam serta 
berada pada lingkungan pondok pesantren. Dengan hidup 
dilingkungan sosial dan beragam, diharapkan dapat 
meningkatkan kerukunan hidup, mendukung adanya sikap 
saling percaya serta harmonisasi antar kelompok masyarakat. 
2. Mewujudkan layanan dasar yang terjangkau. 
Salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah kepada 
masyarakat ialah pelayanan publik yang diselenggarakan 
pemerintah harus mencukupi seluruh kebutuhan masyarakat, 
dan yang terpenting ialah bagaimana masyarakat dapat 
merasakan kepuasan dari layanan yang diberikan. 
 Hal ini juga dapat memberikan nilai lebih terhadap daerah 
apabila mampu memberikan sarana dan prasarana yang baik kepada 
masyarakatnya. 
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3. Meningkatkan perekonomian daerah yang berkualitas dan berwawasan 
lingkungan. 
Pembangunan perekonomian merupakan salah satu cara untuk 
dapat mengembangkan kesempatan kerja, meningkatkan 
pendapatan daerah. Serta mengoptimalkan manfaat sumber 
daya alam dan sumber daya manusia, dengan cara menyerasikan 
aktivitas manusia dengan kemampuan sumber daya alam untuk 
menompongnya.  
4. Mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik dan bersih.  
Mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik dan bersih 
merupakan misi terakhir Kabupaten Jombang, yang 
dimaksudkan pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada 
masyarakat memiliki sifat yang transfaransi, efektifitas, 
akuntabilitas serta keadilan, guna dapat mewujudkan good 
governance.  
 
 Visi Misi Kabupaten Jombang tersebut merupakan perwujudan dari 
visi misi pasangan Nyono Suharli Wihandoko dan Mundjidah Wahab selaku 
Bupati dan Wakil Bupati Jombang.  
1.2 Gambaran Umum Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan 
Pelatihan Kabupaten Jombang 
 Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten 
Jombang merupakan instansi pemerintah yang mempunyai tugas untuk dapat 
melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah pada bidang 
kepegawaian. Dengan ketugasan dan fungsi sebagaimana diatur dalam 
Peraturan Bupati Jombang Nomor 48 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan 
organisasi, tugas pokok dan fungsi serta tata kerja Badan Kepegawaian Daerah, 






1.2.1 Visi dan Misi BKDPP Kabupaten Jombang 
a. Visi : 
 Sebagai penyelenggara pemerintah untuk pencapaian tujuan 
BKDPP memiliki visi yang menjadi landasan berjalannya organisasi, 
adapun visi BKDPP yakni, 
“Aparatur Pemerintah Daerah yang profesional dan bersih tahun 2018”  
b. Misi 
 Untuk mewujudkan visi BKDPP Kabupaten Jombang, maka misi 
tersbut ialah: 
“Meningkatkan pelaksanaan manajemen aparatur sipil negara untuk 
mendukung terciptanya tata kelola penyelenggaraan pemerintahan 
yang profesional” 
 Dari misi tersebut BKDPP Kabupaten Jombang dalam 
menetapkan sasaran kerja yakni :4 
1. Meningkatkan pelayanan karir aparatur. 
Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan 
publik yang berkualitas, maka dibutuhkan sumber daya 
manusia (aparatur) yang profesional.  
2. Meningkatkan kompotensi dan kwalitas SDM aparatur. 
Peningkatan pengembangan SDM (aparatur) yang berbasis 
kompetensi denga memetakan kinerja SDM yang mengarah 
pada profesionalisme dengan mendasarkan pada kompetensi 
yang tersusun.  
 Kemudian adanya pendidikan dan pelatihan aparatur 
bertujuan untuk dapat meningkatkan kinerja SDM dan organisasi 
                                                             





agar terciptanya SDM yang memiliki kemampuan sesuai dengan 
kebutuhan. 
3. Terpenuhinya kebutuhan aparatur. 
Dengan jumlah kebutuhan aparatur yang sesuai dengan 
formasi maka akan mudah untuk memberikan pelayanan 
kepada para ASN.  
4. Meningkatkan kinerja aparatur. 
Dengan peningkatan SDM aparatur, mampu menyelesaikan 
tugas dengan konsisten, sehingga mampu untuk bersaing 
dengan daerah lain.  
1.2.2 Struktur Organisasi 
 Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten 
Jombang dalam menjalankan tugas dan fungsinya tentunya memiliki 
susunan organisasi yang menjadi kewenangan bagi masing-masing sub 
bagian. Adapun susunan organisasi Badan Kepegawian Daerah, 
Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Jombang, antara lain sebagai berikut: 
(Lampiran 1.2) 
1.3 Sistem Informasi Manajemen Pegawai (SIMPEG) 
 Penerapan e-government di Kabupaten Jombang salah satunya 
dilaksanakan dengan pendirian program SIMPEG. Program ini digunakan 
sebagai alat penyedia informasi bagi PNS yang memerlukan informasi tentang 
kepegawaian. SIMPEG juga dirancang untuk mampu mendukung efektivitas 
kinerja pegawai pemerintahan daerah, dengan mengacu pada Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-





 SIMPEG dapat didefinisikan sebagai alat yang berguna untuk 
mengelolah data kepegawaian. Termuat juga dalam Keputusan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 17 Tahun 2000 yang menjelaskan SIMPEG adalah suatu 
totalitas yang terpadu terdiri atas perangkat pengelolah meliputi pengumpulan, 
prosedur, tenaga pengelolah dan perangkat lunak, perangkat penyimpan 
meliputi pusat data dan bank data, serta perangkat komunikasi yang saling 
berkaitan, ketergantungan dan saling menentukan dalam rangka penyediaan 
informasi di bidang kepegawaian.5  
 Pembangunan dan pengembangan SIMPEG dan pengelolaan database 
kepegawian merupakan sasaran strategis dalam upaya untuk memberikan 
dukungan dalam pelaksanaan kebijakan pengembangkan SIMPEG yang 
berbasis teknologi serta kegiatan akurasi database kepegawaian dalam upaya 
meningkatkan pelayanan kepegawaian.6 SIMPEG yang terintegritas bertujuan 
untuk mengurangi kesalahan birokrasi dalam pelayanan di bidang kepawaian 
serta menghilangkan duplikasi sistem dan data kepegawaian, sehingga 
pelayanan dapat lebih efrktif dan efisien.7  
Tabel 4.1 
Tim Teknis SIMPEG Kab Jombang 
No  Nama Instansi Jumlah Operator  Persen (%) 
1 BKDPP  11 6,3 
2 Kecamatan  21 12 
3 Sekretariat  11 6,3 
4 Lembaga Teknis Daerah 15 8,6 
5  SKPD/Dinas Daerah 15 8,6 
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6 Resntra BKDPP. Op.Cit. hlm 53  





6 UPTD Pendidikan  67 38,3 
7 UPTD Kecamatan 21 12 
8 UPTD Puskesmas 34 19,4 
9 Komisi Pemilihan Umum 1  0,6 
Sumber; Hasil olahan penulis (2018) 
1.3.1 Dasar Hukum Dalam Operasional dan Adanya Sistem Informasi 
Manajemen Pegawai 
 
 Sistem informasi manajemen pegawai dalam penerapnnya dan 
pelaksanaannya memiliki dasar hukum yang digunakan sebagai acuan dan 
pedoman dalam pengimplementasiannya. SIMPEG merupakan salah satu 
pengembangan dari e-government, adapun beberapa dasar hukum yang 
menjadi landasan berjalnnya suatu program antara lain sebagai berikut: 
1. Dalam kebijakan penerapan e-government melalui SIMPEG di BKDPP 
Kabupaten Jombang, mengacu pada Instruksi Presiden RI Nomor 3 
tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategis Nasional Pengembangan 
E-Government. Dimana instruksi ini menjelaskan bahwa pemanfaatan 
teknologi dan informasi dapat meningkatkan efisiensi, efektifitas, 
transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.\ 
2. Berdasarkan peraturan kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 
tahun 2011 tentang Pedoman Pengembangan Database Pegawai Negeri 
Sipil. Perka ini bertujuan sebagai pedoman dalam pelaksanaan 
pengembangan data base PNS guna mewujudkan database yang akurat 
dan terkini. 
3. Perka BKN Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemanfaatan 





untuk dapat meningkatkan pelayanan kepegawaian, perlu dilakukannya 
perubahan proses administrasi dengan memanfaatkan teknologi 
informasi yang berbasis online.  
4. Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara. Dalam pelaksanaan good governance, perlu dibangunnya 
aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan 
bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta mampu 
menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat. 
5. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 
Informasi Publik. UU ini menimbang bahwa informasi merupakan 
kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan 
lingkungan sosialnya. 
6. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik. UU ini bertujuan untuk meningkatkan efektifitas 
dan efisiensi pelayanan publik. 
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2000 tentang 
Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Departemen Dalam negeri 
dan Pemerintahan Daerah. 
 Dengan demikian dapat dilihat dasar hukum dalam penerapan 
program SIMPEG di Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan 
Pelatihan Kabupaten Jombang, masih perpedoman pada peraturan tingkat 
pusat. Untuk peraturan pada tingakat daerah yakni berdasarkan pada 





Informasi Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang 
Tahun Anggaran 2016. 
1.3.2 Tampilan-Tampilan Program Sistem Informasi Manajemen Pegawai 
(SIMPEG) 
 Berikut adalah beberapa contoh fitur aplikasi SIMPEG di BKDPP 
Kabupaten Jombang antara lain:  
 
Gambar 4.1. Halaman Log In SIMPEG BKDPP Jombang 
Sumber: Sub Bagian Data dan Informasi pada Bagian Pengadaanm, 
Profesi dan Informasi BKDPP Jombang Tahun 2017 
 
 Untuk dapat mengakses SIMPEG operator yang bersangkutan wajib 
memasukkan username san password yang telah diberikan, kemudian log 
in. Tampilan data SIMPEG dapat berupa data mengenai identitas pegawai, 
kenaikan pangkat, pensiun, tempat dan jabatan, kenaikan gaji berkala, data 







Gambar 4.2. Halaman Home SIMPEG BKDPP Jombang 
Sumber: Sub Bagian Data dan Inforamasi pada Bagian Pengadaanm, 
Profesi dan Informasi BKDPP Jombang Tahun 2017. 
1.4 Kenaikan Gaji Berkala (KGB) 
 Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan 
Gaji Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah mengalami perubahan sebanyak 
tujuh belas kali yakni yang terbaru Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 
2015 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil. Adapun yang dimaksud 
dengan Kenaikan Gaji Berkala adalah kenaikan gaji yang diberikan kepada 
PNS yang telah mencapai masa kerja golongan yang ditentukan untuk 
Kenaikan Gaji Berkala yaitu setiap 2 tahun sekali dan apabila telah memenuhi 
persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.8 
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1.4.1 Dasar Hukum Kenaikan Gaji Berkala 
 Dasar hukum KGB tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik 
Indonesia Nomor 30 Tahun 2015  Perubahan Ketujuh belas atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri 
Sipil. 
1.4.2 Cara Menghitung Kenaikan Gaji Berkala 
 Pada prinsipnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 
Tahun 2015 perubahan ke tujuh belas dari Peraturan Pemerintah Nomor 7 
Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS, pemberian KGB diberikan 
apabila seorang PNS telah mencapai masa kerja yang segaris dengan 
perubahan gaji, dapat dilihat pada gambar yang tertera dilampiran. 
 Dari tabel gaji yang tertera pada lampiran dapat penulis beri contoh, 
semisal seorang PNS golongan ruang III/c dengan masa kerja 8 tahun 
dengan gaji pokok Rp. 3.021.300.00, maka 2 tahun kemudian PNS tersebut 
memiliki masa jabatan 10 tahun. Pada tabel gaji seorang PNS dengan 
golongan ruang III/c dengan masa kerja 10 tahun sebesar Rp. 3.116.500.00, 
sehingga perlu diterbitkan surat Kenaikan Gaji Berkala dari delapan tahun 
menjadi sepuluh tahun. 
1.4.3 Alur Penerbitan Surat Kenaikan Gaji Berkala Pada SIMPEG 
1. Berbasis Dekstop/ Manual 
 Sebelum bergabung menjadi salah satu modul dalam SIMPEG, 






















Sumber: Hasil Olahan Penulis (2018)  
 
 Bagan di atas menunjukkan bahwa pada penerbitan KGB yang 
menggunakan SIMPEG versi dekstop masih terdapat usul penerbitan 
surat KGB dari SKPD dengan melampirkan pengantar dari SKPD, 
berkas KGB terakhir dan SK pangkat terakhir. Dari usul yang masuk 
tersebut petugas BKDPP baru dapat memproses KGB PNS kedalam 
SIMPEG dan baru bisa dicetak surat KGB-nya. 
 Dari bagan di atas pelaksanaan usul penerbitan surat KGB 
melalui SIMPEG dekstop terdapat beberapa kekurangan, salah satunya 
penerbitan surat KGB akan dicetak apabila diusulkan oleh pengelola 
kepegawaian di masing-masing instansi. Hal ini sangat timpang bila 






saat menerima KGB 
mengirim usul surat 
KGB dg melampirkan 
pengantar, berkas 




meng-entry usul KGB dari 
SKPD. 
mencetak surat KGB 
memberitahukan dan 
menyerahkan surat 
KGB yang telah 
dicetak. 
menerima surat 
kenaikan gaji berkala 
DPKAD 
menyerahkan  surat 





dimana pemberian KGB duberikan secara otomatis apabila seorang 
PNS telah mencapai masa kerja yang segaris dengan perubagan gaji 
yang nampak pada tabel gaji PNS. Kemudian untuk keniakan gaji 
berkala selanjutya juga diperlukan adanya pengusulan ulang oleh tiap-
tiap PNS yang akan mendapatkan KGB dan harus selalu mengupdate 
data pada SIMPEG dekstop. 
2. Berbasis Web 
 Proses Kenaikan Gaji Berkala melalui SIMPEG berbasis web, 
mulai diadakan pada tahun 2015, sebagai uji coba modul KGB. 
Kemudian pada bulan Maret 2016 sampai sekarang tahap implementasi 
pencetakan surat KGB sudah dilaksanakan. Aadapun tabel KGB 
melalui SIMPEG web dapat dilihat sebagai berikut: 
Bagan 4.3 














Kepegawaian SKPD Petugas BKD 
DPKAD 
PNS 
mendapat list PNS yang akan 
memperoleh KGB setiap 
bulan 
mengupdate dan  
mencetak surat KGB PNS 
mendapat list PNS yang akan 
memperoleh KGB setiap 
bulan  
memonitor proses 




pada riwayat gaji 
mendapat list PNS yang 
memperoleh KGB setiap 
bulan untuk diproses dalam 
daftar gaji 
PNS memperoleh cetak surat 
kenaikan gaji berkalanya 
BKD menyerahkan cetakan 










Sumber: Hasil Olahan Penulis (2018) 
 Dari gambar di atas terlihat bahwa keterlibatan SKPD dalam 
memantau perkembangan penerbitan surat Kenaikan Gaji Berkala PNS 
dilingkungannya, PNS maupun SKPD tidak perlu lagi mengusulkan 
penerbitan surat KGB, dengan syarat riwayat gaji PNS sudah lengkap. 
Proses pencetakan surat KGB tidak perlu dilaksanakan penghitungan 
secara manual, seluruh proses perhitungan gaji dan masa kerja 
dilaksanakan oleh sistem. 
 Untuk proses KGB yang berbasis web, operator atau user tidak 
perlu lagi mengusulkan dan mengupdate ulang data. Jadi update data 
hanya dilakukan satu kali, ketika PNS sudah pernah masuk ke SIMPEG 
otomatis untuk tahun-tahun berikutnya sistem yang secara otomatis 
menjalankan, dan untuk dokumen atau data yang tersimpah dalam 
SIMPEG web ini sebagian sudah dalam bentuk database digital, seperti 
SK CPNS, SK PNS SK kenaikan pangkat dan lain-lain, untuk arsip 
digital KGB ada beberapa yang sudah menjadi arsip digital dan ada juga 
beberapa yang belun menjadi arsip digital. Menjadikan KGB menjadi 
arsip digital ini tergantung dari operator SIMPEG dari masing-masing 
SKPD/Unit Kerja, dan untuk di BKDPP sendiri arsip KGB digital 
sudah ada, tetapi belum terintegritas dengan palikasi SIMPEG, software 
nya masih dalam bentuk softwere yang terpisah. Jadi untuk menjadikan 
database digital harus dilakukan upload terlebih dahulu, di scan dulu 





 Pada SIMPEG web ini untuk penerbitan surat KGB user atau 
operator SKPD/Unit Kerja hanya memantau dari aplikasi SIMPEG 
saja, siapa saja yang akan mendapatkan KGB, operator SKPD/Unit 
Kerja tidak perlu lagi mengusulkan, tetapi dengan syarat datanya sudah 
lengkap dan tidak medapat hukuman disiplin, maka secara otomatis 
akan muncul didaftar KGB. Seperti yang sudah dijelaskan oleh operator 
utama SIMPEG di BKDPP Jombang, sebagai berikut: 
 Selama datanya lengkap itu akan muncul, misalnya bulan 
juli, nah yang muncul ini berarti sudah pasti akan di proses 
KGBnya, nah munculnya data ini dari mana, ya dari itu tadi 
yang penting surat kenaikan pangkatnya  sudah terisi, 
KGB-nya sudah terisi nanti otomatis akan muncul dan ini 
bisa  diakses oleh SKPD. Jadi kalo SKPD kan hanya 5 
orang kalo BKD yang  muncul semua SKPD, jadi kalo 
misalnya bulan agustus ada 1 orang KBG kok gak muncul 
disini berarti pasati riwayat gajinya gak lengkap.9 
 
 Dari penjelasan di atas yang membedakan SIMPEG dekstop dan 
SIMPEG web adalah jika SIMPEG dekstop setiap ada yang 
mendaptkan KGB, PNS harus mengusulkan terlebih dahulu dan 
datanya harus di update ulang, tetapi untuk SIMPEG web PNS tidak 
perlu lagi mengusulkan dan ketika PNS sudah pernah ada di SIMPEG 
dan data-datanya sudah lengkap, maka untuk tahun-tahun berikutnya 
tidak perlu lagi mengupdate data. Jadi untuk SIMPEG versi web 
inihanya satu kali mengupdate data dan tidak perlu dilakukan entry 
ulang. 
                                                             
9 Wawancara dengan Rendyantoko Rinaldi S.Kom selaku pengelolah Program SIMPEG BKDPP 
Jombang, pada 17 April 2017  
